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    NOMOR SATU AMERIKA: MONOPOLI MERKANTILIS*

W. F. Wertheim


Pengantar


Pada suatu usia muda, ketika saya sangat berminat pada permainan catur, pernah saya mendengar kisah berikut mengenai seorang grandmaster terkenal-biar aku menyebut namanya Loewenstein. Seorang pecatur amatir telah berkata pada grandmaster Tartakower, bahwa dirinya telah memainkan pembukaan yang belum lama berselang direkomendasikan oleh Loewenstein dalam sebuah majalah catur—dengan hasil malapetaka. Tartakower menjawab: “Jangan kau memainkan yang ditulis Loewenstein. Yang mesti kau mainkan ialah yang ia mainkan!”

Saya teringat akan kisah ini selagi membaca buku Noam Chomsky Year 501 (Chomsky, 1993). Dalam buku yang luar-biasa menarik ini, sang ahli linguistik termashur, yang telah menjadi seorang ahli terkemuka mengenai sejarah dunia, mendemonstrasikan kesinambungan-selama lima abad sejak penemuan Amerika oleh Columbus—dalam keberhasilan cara Utara memaksakan dominasi politis dan militernya atas Selatan. Bahwa Selatan itu dikalahkan di sektor ekonomi tidak disebabkan oleh ‘perdagangan bebas’ atau, memakai suatu istilah ekonomi yang lebih modern, suatu ‘perekonomian pasar bebas,’ melainkan berulang-kali karena dukungan pemerintahan yang kuat pada kekuatan-kekuatan ekonomi Utara sendiri Dengan dukungan negara seperti itu, perekonomian-perekonomian Utara mencapai suatu kedudukan monopoli, baik di bidang industri Maupun agrikultur, di atas dan terhadap Selatan—agrarian yang miskin.

Permainan catur itu berlanjut. Dari akhir Perang Dingin dan seterusnya, Utara, sebagaimana yang diwakili oleh Bank Dunia dan IMF, memuji-muji kebaikan-kebaikan suatu ‘perekonomian pasar bebas’ bagi negeri-negeri Eropa Timur yang telah dibebaskan dari sosialisme-negara, sekali pun Utara itu sendiri tidak pernah mempraktekkan suatu ‘perekonomian pasar bebas’ seperti itu, juga tidak bersedia untuk mempraktekkannya di masa depan.

Hasilnya ialah, bahwa Timur yang dibebaskan itu dengan cepat terpuruk jatuh pada posisi ekonomis dari suatu wilayah Dunia Ketiga.

Bab ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kesinambungan penundukan Selatan secara merkantilis atau neo-merkantilis oleh Utara, baik dalam dimensi-dimensi politisnya Maupun ekonomisnya. Suatu keterkaitan akan ditegakkan antara penundukan kolonial oleh Eropa atas bagian-bagian Asia dan Afrika, dan penundukan neo-kolonial oleh Amerika Serikat atas Amerika Latin dan bagian-bagian lain dunia.

Pola Kolonial

Di abad-abad yang lalu, permainan Monopoli adalah karakteristik dari kebijakan Inggris. Chomsky, dalam bab pertama bukunya, menolak gambaran tradisional mengenai sebuah Inggris Raya yang terutama berutang keberhasilan-keberhasilan ekonominya pada tradisi perdagangan bebasnya. Dengan terutama merujuk pada buku John Brewer Sinews of Power (Brewer 1989), Chomsky mengemukakan bahwa sudah sedini sekitar tahun 1750, Inggris telah menjadi sebuah negara kuat, yaitu “sebuah negara militer-fiskal, berkat suatu peningkatan radikal dalam perpajakan dan suatu administrasi umum yang besar“ (Brewer 1989: 9). Negara telah menjadi ‘faktor tunggal terbesar di dalam perekonomian’; pada akhir abad XVIII, tingkat perpajakan di Kerajaan Inggris adalah dua-kali lipat dari Perancis—yang umumnya dianggap sebagai sebuah negara yang terlalu disentralisasikan dan serba-berkuasa—di bawah Ancien Regime.

Negara lari pada tarif-tarif impor yang tinggi dan embargo-embargo perdagangan untuk melindungi industri tekstil yang sedang berkembang, suatu aspek dari merkantilisme Inggris yang sering dilupakan dalam studi-studi mengenai sejarah ekonomi Eropa. Menurut pandangan baku, maka periode Revolusi Industrial di Eropa Barat:

Mesti dikarakterisasi, pertama-tama dan yang terutama, sebagai suatu perubahan masyarakat secara radikal dan dadakan [.....] Dua dari ciri-ciri esensial transformasi radikal dan dadakan itu pada umumnya dianggap menjadi kedaururatan suatu sistem produksi baru, pabrik, dan lahirnya seorang produser baru, sang industrialis (Rutten, 1994: 14).

Kaum industrialis Eropa masa-dini adalah:

Dianggap sebagai orang-orang bisnis yang bebas. Apa pun laba yang mereka dapatkan adalah disebabkan oleh kerja keras mereka sendiri. Tiada bantuan pemerintah; kesemua mereka itu harus bertahan hidup dalam sebuah perekonomian pasar-bebas dengan persaingan yang sengit (Rutten, 1994: 20)

Pandangan-pandangan simplistik seperti itu mengenai ‘para industrialis baru’ dan mengenai watak sesungguhnya dari Revolusi Industrial di Inggris, kini telah ditinjau kembali secara menyeluruh.

Beda dengan pengertian mengenai Revolusi Industrial sebagai suatu transformasi masyarakat secara radikal dan dadakan, penelitian dan analisis baru-baru ini mendukung pandangan bahwa industrialisasi di Inggris adalah berangsurgangsurn selama periode revolusi industri klasik (Rutten, 1994: 30).

Menurut F. Crouzet (sebagaimana dikutip oleh Rutten) akan

Menyesatkan sekali memandang kaum industrialis akhir abad XVIII dan awal abad XIX sebagai superman-superman heroik, Titanik, Protean dan Promethean. Terjadi sedikit romantisasi dalam tulisan-tulisan mengenai kapten-kapten industri.¹


Peranan negara dalam melindungi industri tekstil Inggris yang sedang bangkit agaknya telah luput dari perhatian para pengarang yang mencoba menulis kembali sejarah ekonomi dunia. Bahkan studi-studi yang lebih belakangan seperti Crouzet (1985) dan Ton Kemp (1985, orisinil 1969) pada umumnya melalaikan studi seminal oleh R. Mukherjee, The Rise and Fall of the East India Company, yang diterbitkan di Berlin (Mukherjee, 1958) mengenai cara merkantilisme Inggris mendukung industri tekstil yang sedang bangkit dengan tujuan jelas untuk menyingkirkan pesaing utamanya, sub-kontinen India, di mana industri tekstil telah tumbuh-subur di abad XVII.

Sudah pada menjelang akhir abad XVII para penenun sutera Spittlefields (di Middlesex, tepat di luar kota London) telah memprotes dengan keras pengimporan sutera tenunan India oleh East India Company (Mukherjee, 1958: 397). Menjelang tahun 1720 para fabrikan (pengusaha manufaktur) Inggris

Telah berhasil menjamin pelarangan total terhadap pengimporan sutera dan kaliko cetakan India ke Inggris, dan bea-cukai yang semakin tinggi dikenakan pada semua barang katun hasil manufaktur India (Mukherjee 1958: 397/8).


Industri tekstil Inggris yang menggunakan mesin sesungguhnya mulai tumbuh di sekitar tahun 1760, tahun ketika Raja George III naik ke atas takhta. Hingga waktu itu perusahaan-perusahaan tenun katun Lancashire nyaris tidak dilengkapi secara lebih baik ketimbang rekan-rekan imbangan mereka yang bangsa India. Menyusul Pertempuran Plassey (1757), yang menghasilkan kekuasaan Inggris atas Bengal, hubungan-hubungan ekonomi dengan India berubah secara mendasar. East India Company menggunakan cara-cara politis untuk mengurangi pembuatan tekstil-tekstil buatan di Bengal. Dan lebih khususnya, industri rumahan di pedesaan India. Ahli sejarah ekonomi India, Romesh Dutt, dengan mengutip dari sebuah surat yang ditulis oleh para Direktur East India Company di tahun 1769, mencatat suatu

Rencana kebijakan (politik) yang sempurna, baik yang bersifat pemaksaan Maupun yang bersifat himbauan, yang dengan derajat yang sangat kuat mesti beroperasi secara menghancurkan atas manufaktur-manufaktur Bengal. Akibat-akibat harus (sejauh itu dapat beroperasi tanpa tipu-daya) mengubah seluruh wajah negeri industrial itu, agar menjadikannya suatu medan produksi bahan-bahan kasar yang ditundukkan pada para manufaktur Inggris Raya (Dutt, 1970: 45; orisinil 1904).

Dengan kata lain, selama periode Revolusi Industrial itu, strategi merkantilis dari masa-masa sebelumnya dilanjutkan dalam suatu bentuk yang diperparah. Pada tahun 1813 tarif-tarif impor atas tekstil-tekstil dari India dinaikkan hingga luar-biasa tingginya “untuk mempromosikan industri-industri Inggris di India dan akhirnya untuk menghancurkan industri-industri India” (Mukherjee 1958: 404).

Konsekuensi-konsekuensi sosial dari strategi kolonial Inggris ini sudah sangat terkenal. Pada tahun 1757, tahun pertempuran di Plassey, Clive (jendral yang mengomandoi pasukan-pasukan Inggris) melukiskan pusat pertekstilan Dacca “sebagai seluas, berpenduduk-banyak, dan sekaya kota London.” Menjelang tahun 1840, menurfut kesaksian Sir Charles Trevelyan di muka Select Committee of the House of Lords, penduduk Dacca telah merosot dari 150.000 orang menjadi 30.000 orang, “dan hutan-belukar dan malaria dengan cepat datang mengurung [...] Dacca, Manchesternya India, telah jatuh dari sebuah kota yang tumbuh-subur menjadi sebuah kota kecil dan sangat miskin” (Chomsky, 1993: 12).

Sebuah pernyataan lain oleh seorang Inggris yang berwenang telah acapkali dikutip, oleh antara lain Jawaharlal Nehru: Gubernur-Jendral Lord William Bentinckj menyatakan bahwa sebagai akibat penghancuran industri pertenunan maka “kesengsaraan nyaris tidak menemukan kesamaannya dalam sejarah perdagangan. Tulang-tulang penenun katun memutihkan dataran-dataran India” (Nehru, 1956: 298).

Jelas bahwa penelitian sejarah aktual tidak memperkenankan kita untuk menjuluki keberhasilan industri modern Eropa-Barat kepada perusahaan swasta semata, tetapi bahwa pengertian ini mengandung unsur-unsur dari sebuah mitos yang disanjung di dunia Barat selama dua abad. Kebenarannya ialah bahwa pembangunan suatu industri nasional agar bersaing dengan wilayah-wilayah yang secara industrial sudah berkembang, hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan kuat oleh pemerintah.

Menjelang pertengahan abad XIX, ketika para pengusaha Inggris telah berhasil mendapatkan-bagi industri Inggris—suatu nyaris—monopoli, yang menyeluruh dunia, terdapat penurunan kebutuhan akan perlindungan negara. Dengan hasrat Inggris untuk tetap menjadi bengkel dunia, maka para pengusaha semakin cenderung untuk menganjurkan perdagangan bebas, dengan begitu memungkinkan industri menarik keuntungan sebesar mungkin dari kedudukan menguntungkan yang ketika itu telah dicapainya. Tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memainkan suatu peranan aktif dalam kehidupan perekonomian: negara dapat membatasi diri pada peranan seorang penjaga malam, yang memelihara hukum dan ketertiban.

Namun, negara-negara Barat lainnya tidak bersedia menerima kedudukan monopoli Inggris, dan dengan begitu diberi bagian status sejenis koloni Inggris. Pada tahun 1841, ahli ekonomi Jerman, Friedrich List, menerbitkan Das nationale System der politischen Okonomie, di dalam mana ia menganjurkan suatu strategi tarif-tarif impor yang protektif-di balik mana sebuah industri nasional Prusia dapat dikembangkan-untuk menindak-balas kesukaan Inggris akan perdagangan bebas (List, 1920).

Menurut Bairoch (1993: 17):

Proteksionisme bagi List (dan bagi arus-utama ajaran proteksionisme) bukan merupakan tujuan, melainkan suatu kebijakan sementara agar memungkinkan sebuah negeri membangun suatu perekonomian yang kuat melalui industrialisasi. Di sini lahir soal utamanya: sebuah negeri mesti mengindustrialisasi tanpa dikalahkan, pada tahap pertama proses ini, oleh persaingan industri-industri asing yang lebih dewasa.²

Bismarck, sang Kanselir Besi, bersesuaian dengan anjuran List bagi suatu strategi neo-merkantilis, mendorong perkembangan suatu industri Jerman yang modern, tidak hanya dengan cara tarif-tarif protektif, tetapi juga bentuk-bentuk dukungan pemerintah lainnya, seperti fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan melalui Deutsche Bank. Demikian pula, Amerika Serikat, sesudah kemenangan Utara yang industrial atas Selatan yang agrarian dalam Perang Saudara di awal tahun-tahun 1860-an, telah menggunakan tarif-tarif impor yang tinggi untuk memajukan perluasan industrial. Undang-undang Tarif tahun 1864, yang cepat-cepat disahkan dalam waktu lima hari oleh House of Representatives Maupun Senat, telah menaikkan tarif-tarif yang di tahun 1857 berada pada tingkat rata-rata 19% menjadi 47%. Seluruh persoalan tarif itu telah menjadi salah satu faktor penting yang mengakibatkan Perang Saudara (Bairoch, 1993: 35).

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh negeri-negeri kapitalis Barat dalam ‘hubungannya dengan negeri-negeri Asia’ pada dasarnya adalah sama. Strategi kolonial Inggris di India diikut di negeri-negeri Asia lainnya, oleh negara-negara kapitalis barat lainnya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Belanda di Hindia Belanda dapat berguna sebagai sebuah contoh.

Pada awal abad XX, pertimbangan-pertimbangan humanitariun mulai memainkan suatu peranan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Ratu Wilhelmina, setelah naik ke atas takhta di tahun 1898, pada tahun 1901 menyebutkan di dalam pidato-takhta-nya mengenai ‘merosotnya kesejahteraan’ yang berlaku, khususnya, di pulau Jawa. Pidato ini juga merupakan nada-kunci bagi yang disebut Politik Etis pada awal abad XX. Salah-satu motif bagi perubahan arah ini adalah ekonomik: industri tekstil dalam negeri di Twente di bagian Timur Negeri Belanda berharap bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jawa, maka pasar bagi kain-katun Belanda akan menjadi luas. Namun, kebijakan pemerintah Hindia-Belanda tidak memasukkan promosi perkembangan industrial sebagai suatu unsur program kesejahteraan bagi kepulauan Indonesia. Prioritas masih tetap diberikan pada perusahaan-perusahaan Barat yang telah menanamkan modal mereka dalam perkebunan-perkebunan dan pertambangan, dengan menatap pada ekspor produk-produk agraria, dan bahan mentah untuk industri-industri metropolitan. Kaum industrialis di Twente, dengan pandangan-pandangan mereka ditujukan pada suatu peningkatan daya beli penduduk tani Jawa, gagal menyadari bahwa penanaman dalam produksi industrial di Jawa merupakan satu-satunya metode yang menentukan yang mungkin dapat mendatangkan hasil itu. Bagi Twente, ini tak usah diragukan lagi, lahirnya pesaing-pesaing baru sama sekali bukan suatu prospek yang menarik (Wertheim, 1962)! Seorang wartawan Belanda yang tinggal di Hindia-Belanda, seorang Sosial-Demokrat, J. E. Stokvis, pada awal 1920-an sudah mencatat bahwa reform-reform Politik Etis lebih banyak “menghasilkan kesuburan ketimbang buah” (Stokvis 1922: 107).

Kondisi sosial dan ekonomi angkatan kerja Jawa di perkebunan-perkebunan gula dan dari para petani di daerah sekitarnya, sesudah krisis ekonomi duinia tahun-tahun 1930-an, secara tegas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dijalankan di Hindia-Belanda, yang didasarkan pada dukungan terus-menerus pada perkebunan-perkebunan gula Barat, telah membawa pada suatu kemerosotan aktual dari kesejahteraan rakyat di Jawa. Sebuah penyelidikan resmi dalam kondisi nutrisional di kalangan pekerja-pekerja lapangan di daerah-daerah penanaman tebu, khususnya di Jawa Tengah, mengungkapkan suatu tingkat rata-rata dari sekitar 1000 kalori per hari-suatu angka yang jauh di bawah semua standar yang diterima secara internasional (Wertheim, 1956).

Bairoch juga mengklaim bahwa tidak disangsikan lagi pemberlakuan liberalisme ekonomi pada Dunia Ketiga di abad XIX merupakan faktor utama untuk menjelaskan tertundanya industrialisasi. Dari dasawarsa-dasawarsa paling awal abad XIX, terus-menerus diimpornya sejumlah besar produk-produk manufaktur yang murah telah mengakibatkan proses deindustrialisasi. “India cuma merupakan korban utama pertama dalam sebuah daftar yang sangat panjang” (Bairoch, 1993: 53/54)

Namun, tidak hanya di daerah-daerah kolonial, negara-negara Barat itu berusaha mendirikan sebuah monopoli industrial. Di kerajaan Tiongkok, Inggris-sebagai hasil Perang Candu yang berturut-turut dilancarkan di pertengahan abad XIX telah mencapai tingkat kekuasaan yang sedemikian rupa di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok sehingga para pejabat Inggris sendiri yang menentukan tingkat tarif-tarif impor yang harus dipungut atas produk-produk industrial dari Eropa. Akibatnya ialah bahwa Inggris dapat mencegah tarif-tarif ini dinaikkan di atas 5%, yang di dalam praktek berarti bahwa kain-kain tekstil Inggris dapat dengan bebas memasuki Tiongkok, sehingga secara serius melambatkan pertumbuhan suatu industri nasional. Perang Candu boleh juga diganti namanya menjadi Perang Tekstil. Dengan cara ini, Tiongkok, tanpa kehilangan kemerdekaan resminya, telah dimerosotkan menjadi sebuah negara semi-kolonial.

Jepang, sebaliknya, tahu bagaimana harus menentang monopolii industrial Barat: setelah Restorasi Meiji dari kekuasaan Kaisar Jepang di tahun 1868, pemerintah, selama perempat-akhir abad XIX, telah membangun suatu aparatus industrial yang dalam perjalanan waktu akan mampu bersaing dengan negara-negara industrial Barat atas suatu kesederajatan yang sejajar.

Doktrin Monroe

Pada waktunya, Amerika Serikat, dengan cara-cara politik yang dapat disamakan dengan cara-cara negara-negara kolonial Eropa-Barat, mencapai penundukan rakyat-rakyat Belahan-dunia Barat secara politis dan ekonomis. Proses historis itu dimulai di tahun 1823, ketika Presiden James Monroe atas desakan Menteri Luar-negerinya, John Quincy Adams, mengklaim suatu kedudukan berhak istimewa di seluruh Belahan-dunia Barat bagi Amerika Serikat, yang dapat dipersamakan dengan yang diklaim negara-negara Eropa di Asia dan Afrika. Motif di balik Doktrin Monroe telah dirumuskan-kembali pada awal abad XX oleh Robert Lansing, Menteri Luar-negeri pemerintah Presiden Woodrow Wilson (1913-21):

Dalam menyokong Doktrin Monroe itu, Amerika Serikat mempertimbangkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Integritas bangsa-bangsa Amerika lainnya adalah sebuah insiden, bukan suatu tujuan. Sementara hal ini mungkin nampak didasarkan pada egoisme saja, pencipta Doktrin itu tidak mempunyai motif lebih tinggi atau lebih bermurah-hati dalam deklarasinya.

Menurut Chomsky, Lansing itu mengungkapkan tujuan-tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya, Walaupun adanya peringatan Wilson bahwa adalah “tidak-bertanggung-jawab” dan “tidak-politis” untuk secara terbuka mengakui hal itu (Chomsky, 1993: 157). Setelah Perang Dunia Pertama (1914-18), strategi Doktrin Monroe-dengan sebagai tujuannya, dominasi atas Belahan-bumi Barat,—tidak meluas—dalam praktek sesungguhnya—hingga di luar Karibia. Pada akhir abad XIX, Menteri Luar-negeri James Blaine sudah menyatakan, dan ini penting sekali, bahwa “di

Selatan, Brazil secara sangat sama menguasai hubungan dengan negeri-negeri lain sebagaimana Amerika melakukan itu di Utara“ (Chomsky 1993: 156).

Gabriel Kolko, dalam bukunya yang penting Confronting the Third World (Kolko, 1988: 35) mencatat bagaimana

Bangsa-bangsa utama Amerika Latin telah menyambut Depresi tahun-tahun 1930-an dengan menempuh-dengan berbagai cara-kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang menuntut penanaman-penanaman dan regulasi-regulasi publik secara strategik, khususnya untuk mendorong substitusi impor dan industrialisasi.³


Menurut Kolko dan David Green, Perang Dunia Kedua menambahkan kekuatan baru pada dorongan ke arah industrialisasi kapitalis yang disponsori negara. Namun-sudah sedini bulan Februari 1945—tiga bulan sebelum akhir perang—Konferensi Inter-Amerika mengenai Perang dan Perdamaian di Mexico City mengungkapkan bahwa politisi Amerika yang terkemuka sudah membayangkan suatu perluasan dari Doktrin Monroe ke seluruh Amerika Selatan. Amerika Serikat menganjurkan suatu Piagam Ekonomi Negara-negara Amerika, yang akan melarang nasionalisme ekonomi “dalam segala bentuknya” (Green, 1971: 175ff), yang jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang disokong negeri-negeri Amerika Latin. Dalam kata-kata penasehat politik Menteri Luar-negeri, Laurence Duggan:

Nasionalisme ekonomis merupakan denominator umum dari aspirasi-aspirasi baru akan industrialisasi. Orang-orang Amerika Latin yakin bahwa penerima-penerima pertama keuntungan pengembangan sumber-sumber suatu negeri haruslah rakyat negeri itu (Green, 1971: 188).


Pendirian ini tidak dapat diterima oleh politisi terkemuka Amerika. Dalam pandangan mereka, ialah investor-investor dari Amerika Serikat yang haruslah paling pertama menarik keuntungan dari pembangunan ekonomi di Amerika Latin. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Menteri Luar-negeri bagi Amerika Latin, Spruille Braden, dalam suatu serangan terhadap perundang-undangan nasional di bulan September 1946, pinjaman-pinjaman Amerika “hanya akan diperuntukkan proyek-proyek yang membuka jalan bagi modal swasta,” teristimewa pada bangsa-bangsa yang tidak “nasionalistis secara berlebihan.” Sebagaimana dijelaskan oleh Kolko, “Adalah perspektif ekonomis yang sangat dominan ini yang mewarnai kebijakan dan tindakan Amerika Serikat di wilayah ini selama tahun-tahun berikutnya. Amerika Latin merupakan suatu sumber kekayaan bagi bahan-bahan mentah dasar, dan Departemen Luar-Negeri berniat melihat produksi berada di tangan-tangan swasta [...] Modal asing tidak akan berusaha, dan dalam kenyataannya tidak dapat beroperasi, dalam keadaan-keadaan di mana berkukuh nasionalisme yang berlebihan” (Kolko, 1988: 37).

Walau program Empat Pasal Presiden Truman dari tahun-tahun 1940-an yang banyak dipuji, dengan himbauan humanitariannya untuk meringankan penderitaan “Lebih dari setengah penduduk dunia […] yang hidup dalam kondisi-kondisi yang mendekati kesengsaraan,” Kolko sampai pada kesimpulan berikut ini:

Bagi Amerika Serikat, dengan kepercayaan resminya pada sifat ekonomi-ekonomi nasional yang dianggap pelengkap […] ketidak-pedulian pada pembangunan-pembangunan di daerah-daerah lebih miskin adalah masuk-akal. Amerika Serikat tidak-benar-benar—terutama peduli dengan masalah-masalah ekonomi atau pun politik di sana (Kolko 1988: 15).

Pengakuan yang tulus, oleh politisi Amerika, tentang tujuan-tujuan mereka yang sebenarnya, menonjolkan suatu aspek yang luar-biasa pentingnya dari usaha revisionis Kolko Maupun Chomsky untuk secara mendasar menulis-kembali sejarah ekonomi Amerika. Jika, dalam publikasi-publikasi saya sebelumnya, saya berusaha menganalisis gaya Utara berulang-kali tidak saja mempromosikan industrialisasinya sendiri, tetapi juga berusaha menghambat pesaing-pesaing baru yang potensial di Selatan, saya memperkirakan strategi ini tidak ditempuh secara sadar, melainkan lebih dikarenakan ketidaktahuan mengenai akibat-akibat kebijakan-kebijakan kolonial atau semi-kolonial bagi massa luas penduduk-penduduk di Selatan. Karenanya, saya tidak menjuluki kebijakan-kebijakan ini pada suatu jenis teori konspirasi. Dalam kata-kata David Green, dalam Kata Pengantar bukunya, The Containment of Latin America:

Politik Bertetangga Baik, sebagaimana itu dikembangkan oleh Franklin Roosevelt dan kawan-kawannya dan berlanjut terus pada tahun-tahun Truman, sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tetangga-baik-bahkan, dari kebijakan (Green, 1971: X).

Sekarang kita mengetahui bahwa bahkan para politisi Amerika dengan suatu reputasi sebagai negarawan-negarawan demokratik yang terbuka dengan penuh kesengajaan mengambil sikap yang pada hakekatnya sovinistik.

Gabriel Kolko, tanpa menyangkutkannya pada suatu periode khusus atau pada situasi internasional yang berlaku, menganalisis seluruh strategi Dunia Ketiga pemerintahan-pemerintahan Amerika pasca-perang sebagai berikut:

Yang jelas paradoksal bahwa bentuk-bentuk ekonomis dan sosial yang dicoba dipaksakannya pada pihak-pihak lain, melebihi ideologi Pintu Terbuka yang tak-henti-hentinya diulanginya, tiada hubungan apa pun dengan kelakuan dan kebijakan-kebijakannya sendiri sama sekali tidak mengherankan jika orang dengan sangat mengurangi arti penting doktrin Pintu Terbuka itu [...] Satu-satunya ketetapan aksi-aksi mereka dan kebijakan Amerika Serikat ialah nafsu mereka akan kekuasaan-ekonomis, politis dan militer, dalam urutan begitu-dan mereka semakin siap untuk menggunakan cara-cara apa pun yang diperlukan, hingga sejauh itu diperlukan, untuk mencapainya [...] Dalam kenyataannya, faham-faham mengenai Pintu Terbuka, internasionalisme, atau anti-komunisme yang dipakainya secara seenaknya itu adalah kadang-kadang tulus, kadang-kadang renungan-renungan ritual, tetapi pada umumnya sangat menyesatkan manakala terlibat di situ pengejaran kepentingan-kepentingan nasionalnya, teristimewa kepentingan-kepentingan ekonomisnya (Kolko, 1988: 123).

Konsekuensi-konsekuensi politik Amerika Serikat yang menentang pembangunan nasional melalui industrialisasi, bahkan oleh pihak pemerintahan-pemerintahan Amerika Latin yang jelas-jelas kanan, dapat digambarkan dengan melihat pada kasus Brazil, di mana, sebelum tahun-tahun 1940-an, prospek-prospek ekonominya luar-biasa menjanjikan. Lalu, apakah hasil strategi Amerika pasca-perang dalam hubungannya dengan Brazil yang, di waktu-waktu sebelumnya, telah dikagumi sebagai Raksasa dari Selatan? Thomas Skidmore telah menggambarkan perkembangan-perkembangan di Brazil selama perjalanan dua dasawarsa kekuasaan militer (dari pertengahan tahun-tahun 60-an hingga pertengahan tahun-tahun 80-an). Ia menunjukkan bahwa Walaupun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin telah mencapai proporsi-proporsi luar-biasa besarnya. Kesengsaraan kaum miskin kota Maupun penduduk pedesaan hingga batas sangat jauh disebabkan oleh tingkat utang, dipadukan dengan tindakan-tindakan yang dipaksakan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (Skidmore, 1988: 285ff.).

Menurut Chomsky, Brazil dalam banyak hal, seperti dalam hal kesehatan dan pendidikan, berada pada tingkat dari beberapa negeri paling miskin di dunia. Ia menyebutkan sebuah laporan FAO bulan Oktober 1990, yang menyatakan bahwa 40% dari penduduk, yang jumlahnya kurang-lebih 53 juta orang, menderita kelaparan. Menteri Kesehatan Brazil telah melaporkan bahwa setiap tahun ratusan ribu anak-anak mati karena kelaparan. Sedangkan yang mengenai pendidikan, menurut UNESCO (1990) hanya Guinea-Bissau dan Bangladesh yang berada pada suatu tingkat lebih rendah dalam pencapaian-pencapaianannya (Chomsky, 1993: 168).

Apabila soalnya sampai pada pinjaman-pinjaman dari Dana Moneter Internasional, maka Brazil, dan negeri-negeri Amerika

Latin lainnya, mesti menerima persyaratan-persyaratan yang diimlahkan menurut suatu kebijakan ekonomi yang dipaksakan oleh Amerika Serikat. Ini tidak meliputi subsidi-subsidi pemerintah bagi sasaran-sasaran sosial seperti bahan-pangan pokok yang murah-harganya. Tiada tindakan-tindakan protektif boleh dilakukan terhadap impor-impor asing. Dengan cara ini, setiap usaha ke arah pembangunan ekonomi nasional yang efektif menjadi terhalang. Chomsky meminjam dari Jeremy Seabrook istilah tajam dan mengena, Fundamentalisme Moneter Internasional.

Perang Dingin sebagai Dalih

Suatu aspek penting dari analisis Kolko dan Chomsky mengenai sejarah pasca-perang Amerika adalah keterkaitan antara Perang Dingin dan strategi Amerika bagi Dunia Ketiga. Pada bulan Mei 1950, tidak seberapa lama setelah Truman memproklamasikan program Empat Pasal-nya, Sekretaris-Jendral PBB, Trygve Lie, menetapkan azas bahwa program-program PBB untuk menaikkan tingkat kesejahteraan mesti dilakukan atas suatu dasar non-politis, dan beroperasi untuk keuntungan semua negara anggota, tanpa memandang Perang Dingin. Dalam peristiwa itu, pemerintahan-pemerintahan Amerika yang silih-berganti secara konsisten mengabaikan azas ini. Dari tahun 1950 hingga 1990, bahaya Komunis dijadikan kaidah dalam memutuskan siapa yang akan mendapatkan kue, siapa cambuk-ini untuk memakai sebuah ungkapan Belanda.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kolko, yang menulis tentang sikap Amerika Serikat terhadap Amerika Latin:

Di wilayah-wilayah ini tidak ada persosalan komunisme dan Uni Sovyet atau, paling banter, bersifat marjinal; masalah-masalah utamanya ialah dengan pihak-pihak yang, sementara menjadi sekutu-sekutu ideologis, adalah juga pesaing-pesaing ekonomis […] Mereka yang menerima fraseologi Pintu Terbuka sebagaimana itu diucapkan sebagai suatu gambaran yang sepadan mengenai maksud-maksud Amerika Serikat, mengabaikan pengabdian Amerika yang jauh lebih mendalam pada kepentingan-kepentingannya sendiri dalam pengertian nasionalis yang paling klasik dari istilah itu dan peranan dari ideologinya tidak sekedar sebagai suatu pencerminan kepercayaan tetapi juga sebagai sebuah alat untuk menetralisasi sekutu-sekutunya yang ragu-ragu [...] Ironi dari kebijakan Amerika Serikat di Dunia Ketiga ialah, bahwa sementara ia selalu telah membenarkan sasaran-sasaran dan usaha-usahanya yang lebih besar atas nama anti-komunisme, tujuan-tujuannya sendiri telah membuatnya tidak mampu menengganggi perubahan dari sudut mana saja yang secara menentukan mengganggu kepentingan-kepentingannya (Chomsky, 1993: 292).

Menurut Chomsky, para politisi Amerika tidak hanya mengkhawatirkan ancaman militer khusus dari negeri-negeri di bawah dominasi Komunis, tetapi juga mengenai bahaya infeksi oleh virus ideologi Komunis. Berkali-kali, alasan yang diberikan untuk menahan kue-nya dan mengenakan cambuk-nya ialah bahaya yang diwakili oleh virus itu, dengan mana sebutir apel busuk dapat menginfeksi sekeranjang penuh apel segar. Dengan kata lain, dalam pengertian teori-domino, selembar (kartu-)domino demi selembar (kartu-)domino akan rontok (Chomsky, 1993: 36). Misalnya, rezim sosial-demokratik Allende di Chili mesti digulingkan, menurut Henry Kissinger, agar mencegah infeksi lebih lanjut di Amerika Latin dan bahkan Eropa Selatan.

Chomsky, seperti juga Kolko, meyakini bahwa Perang Dingin, dan bahaya virus Komunis, tidak lebih dari sebuah dalih berguna yang dipakai untuk menghalangi segala usaha negara-negara yang beraspirasi menjalankan suatu proses pembangunan nasional yang sejati—termasuk industrialisasi—yang dapat membikin frustrasi ambisi Amerika untuk mendominasi perekonomian dunia. Peranan dari Selatan ialah untuk melayani, menyediakan bahan-bahan mentah dan peluang-peluang untuk investasi (Chomsky, 1993: 43ff.) Rezim-rezim radikal, nasionalis, yang membuktikan diri mereka peka pada tekanan rakyat “untuk perbaikan segera di tingkat kehidupan massa-rakyat bawah,” dan untuk pembangunan yang dirancang untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup dalam negeri yang bersifat segera, dipandang sebagai ancaman utama (Chomsky, 1993: 36/37).

Bahwa pihak Amerikka tidak terutama mencemaskan bahaya Komunis, tetapi lebih mencemaskan ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri yang berhak-istimewa, telah dibuktikan, menurut Chomsky, oleh yang terjadi di bekas Uni Sovyet dan di negeri-negeri Eropa-Timur lainnya setelah runtuhnya Tembok Berlin, disintegrasi Uni Sovyet dan bubarnya Pakta Warsawa. Pertama-tama sekali, Chbomsky menggambarkan konsekuensi-konsekuenski diperkenalkannya suatu ‘perekonomian pasar bebas’ bagi rakyat-rakyat Eropa Timur.

Perekonomian-perekonomian Eropa Timur mandeg atau merosot sepanjang tahun-tahun 80-an, tetapi melakukan terjun-bebas ketika rejim Dana Moneter Internasional dijalankan bersama berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989…. Di Rusia, keambrukan ekonomi telah menghasilkan banyak penderitaan dan kekurangan…. (Chomsky, 1993: 80).

Dalam sebuah paragraf berjudul Setelah Perang Dingin, Chomsky mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi ‘keambrukan Sovyet’ bagi kebijakan Amerika. Efek pertamanya ialah, seperti sudah kita lihat, memaksakan bentuk ketundukan neo-liberal pada suatu ‘perekonomian pasar bebas’ pada seluruh Eropa Timur. Efek kedua ialah, bahwa Amerika Serikat terpaksa mencari dalih-dalih baru untuk membenarkan intervensi yang melampaui perbatasan-perbatasan negerinya sendiri. Sudah pada tahun-tahun 1980-an, masalah dalih yang menghilang—yaitu melemahnya Komunisme dunia—telah mulai muncul. Ancaman-ancaman internasional baru mesti ditemukan: terorisme, lalu-lintas obat-obat bius, fundamentalisme Muslim, kesemuanya dikerahkan untuk menginjeksikan suatu ketakutan akan suatu Iblis baru yang besar.

Konfrontasi-konfrontasi teratur diproduksi dengan karung-pukul Libia yang empuk-tersedia itu; Grenada bersiap-siap memotong jalur-jalur lautan dan membom kita dari sebuah basis-udara yang dibangun oleh Kuba; Noriega (setelah dipecat) sedang memimpin kartel Kolombia untuk meracuni anak-anak kita; Saddam Husein telah melangkahi garis dan menjadi Binatang Baghdad (Chomsky,

Dalah-dalah baru mesti ditemukan untuk mempertahankan produksi persenjataan dengan tingkat teknologis yang tinggi, sejak Rusia telah lenyap dari panggung (Chomsky, 1993: 93).

Tampaknya pernyataan-pernyataan terbuka dan senantiasa diulang-ulang oleh para politisi Amerika (dan secara berlimpah dikutip oleh Chomsky) mendukung tesis bahwa mempertahankan monopoli industrial Utara telah menentukan, sejak akhir Perang Dunia Kedua, pola dasar strategi Amerika, tak-peduli segala yang dikatakan Truman mengenai ‘bantuan pembangunan,’ atau Roosevelt mengenai ‘bertetangga baik.’ Chomsky secara tepat mengkonstraskan dukungan kuat negara yang diberikan pada dunia bisnis dan investor Amerika, dengan penggunaan segala cara yang ada untuk menahan bangsa-bangsa Dunia Ketiga selemah-lemah mungkin, demi untuk mencegah mereka membangun industri-industri mereka sendiri.

Jenis kritik ini tidak hanya dilancarkan oleh para ahli sejarah Amerika, tetapi juga oleh para penulis dari Dunia Ketiga. Sebuah analisis piawai telah diberikan oleh Rajni Kothari dalam Poverty (Kothari, 1995). Dalam buku ini Kothari memandang penggerogotan peranan negara sebagai mungkin akibat paling serius dari pemikiran ekonomi baru, baik di skala global Maupun di tingkat nasional. Tetapi ia juga sepenuhnya menyadari kenyataan bahwa untuk memungkinkan negara-negara Dunia Ketiga menunaikan peranan mereka, misalnya di bidang-bidang kebijakan sosial atau penuntasan kemiskinan, “restrukturisasi sifat Negara dan hubungannya dengan masyarakat madani” disyaratkan. Yang diperlukan ialah pemberdayaan “sosial, yang memungkinkan rakyat memperoleh keahlian-keahlian dan kapasitas-kapasitas yang bersifat mendasar bagi harga-diri mereka Maupun bagi kedudukan politis dan sosial dan kapasitas tawar-menawar mereka.” Masukan-masukan masif dalam pendidikan, kesehatan, nutrisi, perumahan dan pemeliharaan lingkungan menjadi sangat menentukan dalam pemberdayaan seperti itu (Kothari, 1995: 72/73).

“Di lain pihak, globalisasi Maupun penyesuaian struktural di bawah IMF dan Bank Dunia serta berbagai anggaran dan tindakan-tindakan fiskal lainnya yang secara dipaksakan mesti kita telan akan […] mendorong kaum miskin ke arah kepapaan, pemiskinan lebih lanjut dan peminggiran (Kothari, 1995: 75). Namun, Kothari menyatakan suatu optimisme tertentu: Metode-metode jagoan yang dipakai oleh Amerika Serikat dan lembaga-lembaga yang didominasi Amerika Serikat seperti IMF, Bank Dunia dan GATT sudah menimbulkan reaksi-reaksi keras” (Kothari, 1995: 30).

Kekecualian Asia Timur

Satu-satunya kekecualian penting dalam kebijakan-kebijakan neo-kolonial Amerika, sebagaimana yang dikembangkan dalam paruh kedua abad XX, diberikan oleh ‘dua macan’ kecil di Asia-Timur yang diguyur bantuan-bantuan ekonomi secara berlimpah: Korea Selatan dan Taiwan. Kedua kasus khusus ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politis khusus Amerika Serikat. Pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an Amerika serikat, dengan memberikan kue-nya, gantinya menggunakan cambuk-nya, telah memajukan pembangunan industrial di NIC (New Industrial Countries = Negeri-negeri Industrial Baru) ini dan dengan begitu menegakkan mereka sebagai sebuah etalase mengenai pembangunan industrial yang berhasil, melebihi dan diperhadapkan pada keberhasilan di bidang pembangunan industrial di Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara (Nolan, 1990). Namun harus dicatat, bahwa basis industrial orisinil di Taiwan, Korea dan Manchuria telah dibangun selama periode dominasi Jepang pada paruh pertama abad XX. Berbeda dengan kebijakan kolonial bangsa-bangsa Eropa-Barat, Jepang yang kekurangan akan bahan-bahan mentah, memajukan perkembangan industrial dengan menciptakan industri-industri baru di koloni-koloninya yang berdekatan, yang kaya pula akan bahan-bahan mineral. Namun ini tidak berarti bahwa kekuasaan kolonial Jepang adalah lebih humanitarian ketimbang negara-negara kolonial Eropa-Barat!⁴

Bagaimanapun, keberhasilan relatif perekonomian sejumlah negara Asia Timur (termasuk, terutama Jepang dan Tiongkok) bukan hasil penterapan doktrin ‘perekonomian pasar bebas’ yang dipropagandakan oleh dunia Barat, Bank Dunia dan IMF-dengan persyaratan-persyaratan dibongkarnya negara sebagai sebuah instrumen ekonomi Maupun penswastaan secara besar-besaran atas perusahaan-perusahaan negara. Hal ini dibikin jelas dalam sebuah buku berikutnya oleh Chomsky (1994), World Order, Old and New.

Negara-negara Industrial Baru di periferi Jepang melanjutkan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di bawah kolonialisme Jepang, dengan mengambil sebuah model serupa. Terdapat sejumlah besar contoh lain yang melukiskan: “penggabungan positif antara campur-tangan negara dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang kini umumnya diterima keberlakuannya dalam kasus-kasus perkembangan kapitalis Dunia Ketiga” (Alice Amsden), seperti, memang benar adanya, bagi masyarakat-masyarakat industrial utama sepanjang sejarah-sejarah mereka (Chomsky, 1994: 147).

Analisis di muka membuktikan bahwa tekanan terus-menerus-pada waktu ini terutama dilakukan melalui cara-cara ekonomis yang menjadi pembawaan Fundamentalisme Moneter Internasional-untuk membujuk, kalau bukan untuk memaksa, negeri-negeri di Dunia Ketiga Maupun di Eropa-Timur untuk menerima suatu ‘perekonomian pasar bebas,’ adalah semata-mata versi sekarang dari strategi yang sudah berabad-usianya guna menegakkan dan mempertahankan monopoli industrial Barat yang disokong oleh negara-negara Barat. Sasarannya ialah tidak memungkinkan bagian-bagian dunia yang lebih miskin berkembang secara ekonomis dengan menggunakan kekuatan-kekuatan mereka sendiri, tetapi untuk mencegah mereka mengikuti pola merkantilis yang secara berhasil dijalankan oleh Barat sepanjang seluruh sejarah ekonomi mereka.

Satu-satunya nasehat yang dapat diberikan pada rakyat di bagian-bagian dunia yang lebih miskin ialah yang telah diberikan pada seorang pemain-catur amatir oleh grandmaster Tartakower: “Jangan kau memainkan yang diresepkan Utara; yang mesti kau mainkan ialah yang mereka sendiri telah mainkan sepanjang sejarah mereka sendiri!”
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* Tulisan ini adalah Chapter 1, Part I, buku W. F. Wertheim, Third World Whence and Wither? , Het Spinhuys, 1997. Alih Bahasa: Oey Hay Djoen, diedit oleh: Edi Cahyono.

¹ Rutten (1994) hal. 30; lihat Crouzet (1985), hal. ii ff.

² Buku List dari tahun 1841 muncul dalam terjemahan Inggris dengan judul The National System of Political Economy, Longmans (London), 1928. Bairoch, Economics and World History (1993), berkomentar: "Tanggal 15 Mei 1846 secara tepat dianggap menandai awal era perdagangan bebas di Kerajaan Inggris, dan, oleh salah-satu dari kebetulan sejarah, tahun itu (enam bulan kemudian, di bulan November) adalah juga tanggal bunuh-dirinya Friedrich List, rasul proteksionisme yang sakit-sakitan dan dikejar-kejar masalah keuangan" (hal. 12). 

³ Orang dapat juga merujuk pada Green (1971), hal. 38/39.

⁴ Chomsky (1994), hal.118/9, dan Amsden (1989).
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